PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan

umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu
dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap
memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang

sah atas tanah;

. bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum sebagaimana telah ditetapkan dengan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sudah tidak sesuai
sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan

pembangunan untuk kepentingan umum;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara ...
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Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak Atau Kuasanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor

288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden  Republik  Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah ...
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. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan
benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan

pencabutan hak atas tanah.

. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata

ruang wilayah.

. Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar

lapisan masyarakat.

. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah
dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti

rugi atas dasar musyawarah.

. Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha
yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau

bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah.

. Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

. Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk
membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan umum.

10. Musyawarah ...
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10. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling
mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat,
serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan
dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan
kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
dengan pihak yang memerlukan tanah.

11. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat
fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada
yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat
memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat
kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

12.Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah adalah lembaga/tim yang
profesional dan independen untuk menentukan nilai/harga
tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai

kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi.

BAB I

PENGADAAN TANAH
Pasal 2

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

dilaksanakan dengan cara:

a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
b. pencabutan hak atas tanah.

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5 -

kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain
yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.

Pasal 3

(1) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan

prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.

(2) Pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas
Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.

Pasal 4

(1) Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang
diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada
Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih
dahulu.

(2) Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau

kota yang telah ada.

(3) Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat
keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/
Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin
melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih

dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/

Walikota . . .



